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TUNJANGAN PERUMAHAN UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
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Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur
sebagaimana telah diubah beberapa ‘kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 17 Tahun
2007, maka perlu menetapkan besaran Tunjangan Perumahan
bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Lampung Timur Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Bupati.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan
Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3825);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta
Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana
Operasional;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung
Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005
Nomor 01) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 17
Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun
2007 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun
2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Timur Tahun 2007 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009
Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2012 Nomor 10);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN
UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2013

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.

Bupati adalah Bupati Lampung Timur.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Lampung Timur.

6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung
Timur.
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BAB II
PEMBERIAN DAN BESARNYA
TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2
Untuk menunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kabupaten Lampung
Timur, Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan.

Pasal 3
Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 masing-masing
sebesar :

1. Untuk Pimpinan sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) per bulan.
2. Untuk Setiap Anggota sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) per bulan.

Pasal 4

Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan tunjangan perumahan
dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dibidang perpajakan



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini berpedoman kepada ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan dan menjadi tanggungjawab Sekretaris DPRD
Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013 sampai tanggal 31 Desember
2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal /& 314""“"" 2013

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ERWIN ARIFIN
Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

/1%

I WAYAN SUTARJA
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR :



